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Proses pemberhentian Presiden merupakan mekanisme konstitusional yang 

krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya 

mencerminkan prinsip checks and balances, tetapi juga menjadi instrumen 

pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara negara. Namun, peran Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses tersebut masih menimbulkan perdebatan 

akademis, mengingat kedudukan dan kewenangan DPD dalam UUD NRI Tahun 

1945 belum sepenuhnya di aktualisasikan. Penulis tertarik untuk menganalisis 

posisi hukum DPD dalam konteks pengusulan pemberhentian Presiden guna 

memberikan klarifikasi teorItis serta membandingkan dengan negara lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan yuridis peran 

DPD dalam mekanisme pengusulan pemberhentian Presiden, mengevaluasi 

konsistensinya dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi 

konstruktif bagi penyempurnaan sistem ketatanegaraan. 
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